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Abstrak

Regulasi maritim merupakan instrumen penting dalam menjaga keselamatan pelayaran, keamanan maritim, serta
perlindungan lingkungan laut di tengah transformasi global yang semakin kompleks. Seiring meningkatnya intensitas
perdagangan internasional, modernisasi armada kapal, dan perkembangan teknologi pelabuhan, kebutuhan akan regulasi
yang adaptif dan selaras dengan standar internasional menjadi semakin mendesak. Pada konteks tersebut, penelitian ini
bertujuan mengevaluasi sinkronisasi regulasi maritim nasional Indonesia dengan standar yang ditetapkan International
Maritime Organization (IMO), sekaligus mengidentifikasi hambatan implementasi yang masih dihadapi dalam mendukung
keberlanjutan sektor pelayaran. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan studi literatur dengan analisis deskriptif—
komparatif terhadap konvensi IMO, yaitu SOLAS, MARPOL, dan STCW, serta kebijakan nasional yang diatur melalui Undang-
Undang No. 17 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun
2023. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada publikasi ilmiah dan laporan kebijakan terkini periode 2018-2025 untuk
memperoleh gambaran menyAeluruh mengenai tantangan dan praktik penerapan regulasi di lapangan. Hasil analisis
menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi sebagian besar standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan IMO.
Namun, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih menghadapi hambatan pada kualitas infrastruktur pelabuhan,
tingkat kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, serta koordinasi kelembagaan yang belum terintegrasi. Di sisi
lain, isu global seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi layanan kepelabuhanan, dan meningkatnya risiko keamanan siber
menuntut penyesuaian kebijakan yang lebih progresif serta dukungan investasi teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian,
keberhasilan harmonisasi regulasi maritim membutuhkan tata kelola kolaboratif, sinergi antar-pemangku kepentingan, serta
penguatan kapasitas implementasi untuk memastikan keberlanjutan sektor pelayaran nasional.

Kata Kunci: Regulasi Maritim, Imo, Kebijakan Pelayaran, Keberlanjutan, Indonesia
1. Latar Belakang

Industri maritim merupakan pilar utama perdagangan global yang menopang lebih dari 90% distribusi barang
internasional. International Maritime Organization (IMO) menetapkan regulasi internasional seperti SOLAS,
MARPOL, dan STCW sebagai standar keselamatan pelayaran, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan
laut. Dalam konteks ini, negara anggota diwajibkan menyesuaikan kebijakan nasional agar tetap kompetitif dan
mendukung keberlanjutan ekosistem maritim.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan strategis dalam adopsi regulasi IMO. Berbagai
kebijakan telah diterbitkan, termasuk Undang-Undang No0.17/2008, Peraturan Pemerintah N0.31/2021, dan
kebijakan dekarbonisasi sektor pelayaran. Namun tingkat implementasi belum optimal karena hambatan
infrastruktur pelabuhan, kompetensi SDM yang belum merata, dan koordinasi kelembagaan yang belum
terintegrasi. Selain itu, transformasi global menuju pelayaran hijau dan digital menuntut kesiapan teknologi serta
investasi yang memadai. Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi kesenjangan antara kualitas regulasi
dan kemampuan implementasi di lapangan.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian regulasi maritim nasional Indonesia dengan standar
internasional IMO, mengidentifikasi hambatan implementasinya, dan merumuskan implikasi strategis bagi
keberlanjutan sektor pelayaran. Analisis dilakukan untuk menilai kepatuhan regulasi nasional terhadap konvensi
IMO, seperti SOLAS, MARPOL, dan STCW, sekaligus menemukan celah yang perlu diperbaiki. Penelitian ini
juga mengeksplorasi kendala institusional, teknis, dan sumber daya manusia yang memengaruhi efektivitas
implementasi regulasi. Berdasarkan temuan, dirumuskan rekomendasi strategis berupa kebijakan, penguatan
kapasitas SDM, serta peningkatan teknologi dan praktik operasional yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi
sektor pelayaran nasional.

2. Kajian Teoritis
2.1 Regulasi dan Tata Kelola Maritim

Regulasi maritim berfungsi sebagai perangkat normatif untuk menjaga keselamatan pelayaran, keamanan maritim,
dan perlindungan lingkungan laut dalam industri global yang sangat terintegrasi. International Maritime Organization
(IMO) menjadi organisasi internasional utama yang menetapkan standar keselamatan (SOLAS), perlindungan
lingkungan (MARPOL), dan sertifikasi SDM (STCW) yang wajib dipatuhi negara anggotanya (IMO, 2023).

Konsep regulatory governance menekankan bahwa efektivitas regulasi tidak hanya bergantung pada kualitas
aturannya, tetapi pada kemampuan institusi dalam menegakkan, mengawasi, dan memfasilitasi kepatuhan (Bryson,
2021). Selain itu, teori institutional fit menjelaskan bahwa keberhasilan adopsi regulasi internasional ditentukan oleh
tingkat kecocokan antara desain aturan global dan kapasitas institusional dalam negeri untuk
mengimplementasikannya secara konsisten.

2.2 Green Shipping dan Dekarbonisasi

Transformasi menuju pelayaran hijau merupakan isu utama dalam tata kelola maritim modern. MARPOL Annex VI
menetapkan batas emisi sulfur, nitrogen, dan karbon, serta mendorong efisiensi energi melalui Energy Efficiency
Design Index (EEDI) dan Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI) (Li & Xu, 2023). IMO juga menetapkan target
pengurangan emisi gas rumah kaca 50% pada tahun 2050 dibandingkan 2008 melalui IMO GHG Strategy, sehingga
menuntut adopsi teknologi rendah emisi seperti LNG, biofuel, dan sistem elektrifikasi.

Literatur menegaskan bahwa inovasi teknologi hijau berpotensi menurunkan emisi sekaligus meningkatkan efisiensi
operasional jangka panjang. Namun biaya investasi yang tinggi dan mekanisme insentif yang terbatas menjadi
hambatan utama terutama di negara berkembang (Zhao & Lee, 2024). Selain itu, pemerintah Indonesia telah menyusun
Strategi Nasional Penurunan Emisi Kapal 2023-2050 sebagai komitmen untuk mempercepat transisi menuju
pelayaran rendah emisi. Strategi ini menekankan peningkatan efisiensi energi armada nasional, dukungan pembiayaan
teknologi hijau, dan pembangunan infrastruktur pendukung bahan bakar rendah karbon pada pelabuhan, sehingga
implementasi regulasi internasional dapat berjalan lebih efektif di tingkat nasional. (Bappenas, 2024)

Oleh karena itu, peran kebijakan nasional sangat penting dalam memberikan dukungan pendanaan dan skema transisi
bagi operator kapal. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Strategi Nasional Penurunan Emisi Kapal
2023-2050 sebagai peta jalan transisi menuju pelayaran rendah emisi. Strategi ini menekankan peningkatan efisiensi
energi armada nasional, pengembangan infrastruktur pendukung bahan bakar rendah karbon, serta penyediaan skema
pembiayaan untuk mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di sektor pelayaran. (Bappenas, 2024)

2.3 Digitalisasi dan Keamanan Siber Pelayaran
Perkembangan smart port, otomasi logistik, dan e-navigation mempercepat efisiensi operasional, meningkatkan
transparansi data, dan mengurangi biaya logistik. Inovasi seperti Maritime Single Window, digital twin, dan sensor

berbasis Internet of Things (10T) memperkuat integrasi rantai pasok pelabuhan (Chen & Wang, 2024).

Namun peningkatan konektivitas digital juga menimbulkan risiko gangguan keamanan siber, manipulasi data, hingga
potensi serangan yang dapat mengganggu keselamatan kapal dan infrastruktur pelabuhan (ICS, 2024). Karena itu,
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regulasi keamanan digital diperlukan untuk memastikan mitigasi risiko serta perlindungan data dalam ekosistem
pelayaran modern.

2.4 Sintesis Teori

Berdasarkan kajian literatur, efektivitas tata kelola maritim ditentukan oleh tiga pilar utama yang saling terkait.
Pertama, kesesuaian regulasi nasional dengan standar internasional IMO menjadi dasar dalam menetapkan standar
keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan, sehingga memastikan kepatuhan Indonesia terhadap praktik
global dan meminimalkan risiko kecelakaan maupun pencemaran laut. Kedua, kemampuan institusional dan
ketersediaan pendanaan sangat penting untuk mendukung transformasi green shipping, karena implementasi teknologi
ramah lingkungan dan praktik keberlanjutan memerlukan lembaga yang kompeten serta dukungan finansial yang
memadai. Ketiga, kesiapan teknologi dan keamanan digital menjadi faktor penentu dalam pengelolaan sistem
pelayaran dan kepelabuhanan, meningkatkan efisiensi operasional, pengawasan keselamatan, serta kemampuan
respons terhadap risiko dan insiden. Ketiga pilar ini secara sinergis membentuk fondasi tata kelola maritim yang
efektif, aman, efisien, dan berkelanjutan.Dengan demikian, analisis penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi
internasional IMO diselaraskan dengan kebijakan nasional Indonesia, serta sejauh mana faktor implementasi tersebut
mendukung keberlanjutan industri pelayaran nasional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, karena fokus kajian berada pada
hubungan regulasi global dan nasional dalam sektor maritim. Sumber data berasal dari dokumen resmi
internasional (IMO), peraturan perundang-undangan nasional, serta publikasi akademik terkini. Analisis dilakukan
secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi keselarasan kebijakan, tantangan implementasi, dan
implikasinya terhadap keberlanjutan industri pelayaran.

Sumber dan Jenis Data Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur relevan antara
tahun 2018-2025. Sumber meliputi konvensi IMO (SOLAS 1974, MARPOL 1973/78, STCW 1978), IMO Annual
Report 2023, IMO GHG Strategy 2023-2050, serta peraturan nasional seperti UU No.17/2008, PP No.31/2021,
dan PM No.7/2023. Referensi ilmiah berupa artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan digunakan sebagai dasar
analisis keberlanjutan dan efisiensi energi dalam pelayaran.

Teknik Pengumpulan Data dikumpulkan melalui dokumentasi yang mencakup penelusuran literatur dari Google
Scholar, ScienceDirect, serta situs resmi IMO dan Kementerian Perhubungan, seleksi sumber berdasarkan
relevansi terhadap regulasi maritim dan efisiensi energi, klasifikasi informasi ke dalam kategori regulasi global,
kebijakan nasional, dan strategi implementasi, serta penyusunan narasi sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan
secara kualitatif deskriptif-komparatif melalui tahapan reduksi data untuk menyoroti informasi penting, penyajian
data dalam bentuk narasi terstruktur, dan penarikan kesimpulan yang menginterpretasikan kesesuaian serta
perbedaan antara kebijakan global dan nasional serta implikasinya bagi keberlanjutan sektor pelayaran.

Pendekatan ini juga membandingkan temuan Li & Xu (2023) dengan konteks implementasi di Indonesia.

Fokus dan Batasan Penelitian Fokus penelitian berada pada sinkronisasi regulasi global dan nasional dalam
mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan pelayaran. Penelitian tidak mencakup analisis kuantitatif emisi CO»,
tidak melakukan observasi lapangan, dan hanya menilai kebijakan pada tingkat regulasi serta kesiapan
implementasinya.

Validitas Data Keabsahan informasi dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dokumen kebijakan,
laporan resmi, dan literatur ilmiah untuk memastikan konsistensi data. Pemeriksaan silang dilakukan terhadap isi
regulasi IMO dan kebijakan pemerintah Indonesia guna menjamin akurasi hasil analisis.

Alur Penelitian Tahapan penelitian disusun mulai dari identifikasi masalah terkait tantangan sinkronisasi kebijakan
maritim, dilanjutkan dengan pengumpulan literatur yang relevan, analisis komparatif untuk menemukan
kesenjangan kebijakan, serta penarikan kesimpulan untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan
keberlanjutan industri pelayaran.
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4. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan pembahasan mendalam mengenai sinkronisasi regulasi maritim nasional Indonesia dengan
standar International Maritime Organization (IMO). Analisis tidak hanya menilai kesesuaian normatif regulasi,
tetapi juga mengkaji kesenjangan implementasi, kapasitas institusional, serta implikasinya terhadap keberlanjutan
dan daya saing nasional. Pendekatan ini sejalan dengan karakter artikel RIGGS yang menekankan kedalaman
analisis kebijakan dan kontribusi konseptual.

4.1 Sinkronisasi Normatif Regulasi Nasional dengan Konvensi IMO

Secara normatif, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelaraskan sistem hukum nasional
dengan rezim regulasi maritim internasional yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO).
Komitmen tersebut tercermin melalui ratifikasi dan adopsi berbagai konvensi utama IMO, seperti International
Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships (MARPOL), serta International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers (STCW). Ketiga konvensi ini membentuk fondasi utama tata kelola keselamatan, perlindungan
lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam industri pelayaran global. Adopsi konvensi tersebut
ke dalam hukum nasional menunjukkan upaya Indonesia untuk menempatkan diri sebagai bagian dari sistem
pelayaran internasional yang patuh terhadap standar global.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran berfungsi sebagai payung hukum utama yang
mengintegrasikan prinsip-prinsip konvensi IMO ke dalam kerangka regulasi nasional. Undang-undang ini secara
eksplisit mengatur aspek kelaiklautan kapal, manajemen keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut,
serta standar kompetensi dan sertifikasi awak kapal. Ketentuan mengenai kewajiban penerapan safety management
system, pemeriksaan kelaiklautan kapal, dan pemenuhan standar kompetensi pelaut menunjukkan adanya
keselarasan substansial antara regulasi nasional dan norma internasional. Dari perspektif hukum internasional,
kondisi ini mencerminkan upaya harmonisasi vertikal antara komitmen global dan kebijakan domestik.

Selain itu, sinkronisasi normatif tersebut juga terlihat dalam pembentukan berbagai peraturan pelaksana yang
mengatur aspek teknis pelayaran, seperti keselamatan kapal, pengendalian pencemaran laut, dan penyelenggaraan
pendidikan serta pelatihan pelaut. Regulasi-regulasi ini secara tekstual mengadopsi terminologi dan prinsip yang
sejalan dengan ketentuan IMO, sehingga secara formal Indonesia telah memenuhi kewajiban sebagai negara
bendera (flag state) dan negara pelabuhan (port state). Dengan demikian, dari sisi normatif dan legal-formal,
kerangka regulasi maritim Indonesia dapat dikatakan telah selaras dengan standar internasional.

Namun demikian, sinkronisasi normatif tersebut cenderung bersifat formalistik apabila tidak diiringi dengan
perangkat implementasi yang memadai dan terintegrasi. Regulasi turunan yang dihasilkan sering kali bersifat
sektoral, tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, serta belum sepenuhnya terkoordinasi secara sistemik.
Fragmentasi regulasi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, ketidakjelasan tanggung jawab,
serta inkonsistensi dalam penerapan standar keselamatan dan lingkungan di lapangan. Akibatnya, meskipun
kerangka hukum telah tersedia, efektivitas regulasi dalam mengubah praktik operasional industri pelayaran masih
relatif terbatas.

Dalam perspektif regulatory governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi hukum tidak secara
otomatis menghasilkan konvergensi praktik. Regulasi yang efektif tidak hanya membutuhkan keselarasan
normatif, tetapi juga kapasitas institusional, mekanisme pengawasan, serta kepatuhan aktor industri. Ketika
sinkronisasi regulasi berhenti pada tataran normatif, kepatuhan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif
dan simbolik, bukan kepatuhan substantif yang berdampak nyata terhadap peningkatan keselamatan pelayaran dan
perlindungan lingkungan laut. Oleh karena itu, sinkronisasi normatif regulasi nasional dengan konvensi IMO perlu
dipahami sebagai langkah awal yang harus diikuti dengan penguatan aspek implementasi agar tujuan regulasi
dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

4.2 Kesenjangan Implementasi antara Kebijakan dan Praktik

Kesenjangan implementasi (implementation gap) merupakan salah satu permasalahan paling krusial dalam tata
kelola maritim Indonesia. Meskipun kerangka hukum nasional telah diselaraskan dengan standar yang ditetapkan
oleh International Maritime Organization (IMO), penerapan regulasi tersebut di tingkat operasional masih
menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan
regulasi yang komprehensif belum secara otomatis menjamin konsistensi pelaksanaan di lapangan, terutama dalam
konteks keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut.
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Salah satu faktor utama penyebab kesenjangan implementasi adalah perbedaan kapasitas antarwilayah. Pelabuhan
utama yang memiliki infrastruktur relatif lebih baik dan sumber daya manusia yang lebih kompeten cenderung
mampu menerapkan standar keselamatan dan lingkungan secara lebih konsisten dibandingkan pelabuhan
pengumpan atau pelabuhan di wilayah terpencil. Ketimpangan ini menciptakan standar ganda dalam praktik
pelayaran nasional, di mana kepatuhan terhadap regulasi internasional bergantung pada lokasi operasional dan
kapasitas institusi setempat. Akibatnya, tujuan regulasi untuk menciptakan standar keselamatan dan perlindungan
lingkungan yang seragam belum sepenuhnya tercapai.

Selain ketimpangan kapasitas, lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum turut memperbesar
kesenjangan antara kebijakan dan praktik. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pengawas, serta minimnya
dukungan teknologi pengawasan, menyebabkan pelanggaran terhadap standar keselamatan dan lingkungan tidak
selalu terdeteksi atau ditindak secara tegas. Dalam kondisi ini, regulasi kehilangan daya paksa (enforcement power)
dan cenderung dipersepsikan oleh pelaku industri sebagai kewajiban administratif semata. Kepatuhan yang
dihasilkan bersifat reaktif dan minimal, bukan kepatuhan substantif yang berorientasi pada peningkatan Kinerja
keselamatan dan keberlanjutan.

Kesenjangan implementasi juga dipengaruhi oleh kompleksitas dan fragmentasi regulasi. Regulasi maritim yang
tersebar di berbagai peraturan sektoral sering kali menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dan tumpang tindih
tanggung jawab antarinstansi. Fragmentasi ini menyulitkan koordinasi kebijakan dan memperlambat proses
pengambilan keputusan di tingkat operasional. Dalam perspektif regulatory governance, kondisi tersebut
mencerminkan lemahnya integrasi horizontal dan vertikal dalam sistem tata kelola maritim nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, fenomena kesenjangan implementasi di Indonesia sejalan dengan temuan literatur
internasional yang menyebutkan bahwa negara berkembang kerap menghadapi tantangan dalam mengadopsi dan
menerapkan standar global. Keterbatasan fiskal, teknologi, dan kapasitas institusional menyebabkan regulasi
internasional yang dirancang untuk konteks global sering kali tidak sepenuhnya kompatibel dengan kondisi
domestik. Akibatnya, regulasi berfungsi lebih sebagai simbol komitmen internasional dibandingkan sebagai
instrumen efektif untuk mengubah praktik industri.

Dengan demikian, kesenjangan implementasi antara kebijakan dan praktik menunjukkan bahwa harmonisasi
regulasi dengan standar IMO perlu dilengkapi dengan strategi penguatan kapasitas implementasi. Tanpa upaya
tersebut, regulasi maritim berisiko kehilangan efektivitasnya dan gagal mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan
keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan keberlanjutan sektor maritim nasional.

4.3 Infrastruktur Pelabuhan sebagai Determinan Kepatuhan MARPOL

Ketersediaan infrastruktur pelabuhan yang memadai merupakan prasyarat fundamental dalam memastikan
kepatuhan terhadap ketentuan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL).
Regulasi MARPOL tidak hanya menuntut komitmen normatif dari negara dan operator kapal, tetapi juga
mensyaratkan dukungan fasilitas teknis yang memungkinkan pembuangan limbah kapal dilakukan secara aman
dan legal. Dalam konteks Indonesia, keterbatasan infrastruktur pelabuhan, khususnya fasilitas penerimaan limbah
kapal (waste reception facilities), menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi efektif regulasi
lingkungan maritim.

Hasil analisis menunjukkan bahwa fasilitas penerimaan limbah masih terkonsentrasi di pelabuhan-pelabuhan
utama, sementara pelabuhan pengumpan dan pelabuhan di wilayah terpencil umumnya belum dilengkapi dengan
sarana yang memadai. Ketimpangan ini menempatkan operator kapal pada posisi dilematis, karena kepatuhan
terhadap ketentuan MARPOL menjadi sulit diwujudkan secara praktis ketika fasilitas pendukung tidak tersedia.
Dalam situasi tersebut, potensi pembuangan limbah secara tidak sah ke laut meningkat, yang pada akhirnya
berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan laut dan ekosistem pesisir.

Dari perspektif kebijakan publik, keterbatasan infrastruktur pelabuhan mencerminkan adanya ketidaksinkronan
antara tujuan regulasi dan kapasitas implementasi. Regulasi MARPOL dirancang untuk mengurangi pencemaran
laut melalui pengendalian pembuangan limbah kapal, namun tujuan tersebut sulit dicapai apabila investasi
infrastruktur tidak dilakukan secara merata dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa
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regulasi lingkungan maritim tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh kebijakan pembangunan
infrastruktur yang selaras dengan standar internasional.

Selain aspek teknis, keterbatasan infrastruktur juga berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan
hukum. Tanpa fasilitas penerimaan limbah yang memadai, proses verifikasi kepatuhan kapal terhadap MARPOL
menjadi sulit dilakukan. Aparat pengawas menghadapi keterbatasan dalam memastikan bahwa limbah kapal telah
dikelola sesuai ketentuan, sehingga potensi pelanggaran sulit terdeteksi secara sistematis. Kondisi ini melemahkan
fungsi regulasi sebagai instrumen pengendalian lingkungan dan mengurangi insentif bagi operator kapal untuk
mematuhi aturan secara konsisten.

Lebih lanjut, ketimpangan investasi infrastruktur pelabuhan berpotensi menurunkan kredibilitas Indonesia dalam
forum maritim internasional. Sebagai negara maritim dengan posisi strategis dalam jalur perdagangan global,
ketidakmampuan menyediakan infrastruktur pendukung kepatuhan MARPOL dapat memengaruhi persepsi
komunitas internasional terhadap komitmen Indonesia dalam perlindungan lingkungan laut. Dalam jangka
panjang, kondisi ini tidak hanya berdampak pada reputasi internasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi daya
saing pelabuhan nasional dalam menarik arus perdagangan dan investasi.

Oleh karena itu, penguatan infrastruktur pelabuhan harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi
implementasi MARPOL. Investasi yang terarah dan berkelanjutan dalam fasilitas penerimaan limbah kapal,
khususnya di pelabuhan non-utama, menjadi langkah strategis untuk menutup kesenjangan antara regulasi dan
praktik. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, regulasi MARPOL dapat berfungsi secara lebih efektif
sebagai instrumen perlindungan lingkungan, sekaligus memperkuat tata kelola maritim Indonesia yang
berkelanjutan dan kredibel di tingkat global.

4.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Implementasi STCW

Standar International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers
(STCW) menempatkan sumber daya manusia sebagai elemen kunci dalam menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran. Dalam kerangka regulasi maritim global, STCW dirancang untuk memastikan bahwa setiap pelaut
memiliki kompetensi minimum yang seragam, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan teknis, maupun sikap
profesional. Indonesia telah mengintegrasikan ketentuan STCW ke dalam sistem sertifikasi pelaut nasional, yang
mencerminkan komitmen negara dalam memenuhi standar internasional terkait kualitas dan profesionalisme awak
kapal.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi normatif tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh
peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan serta pelatihan maritim. Variasi mutu lembaga pendidikan dan
pelatihan pelaut masih menjadi tantangan signifikan, terutama antara lembaga yang berlokasi di pusat-pusat
maritim utama dan lembaga di daerah. Perbedaan kualitas kurikulum, fasilitas pelatihan, serta kompetensi
instruktur berdampak langsung pada tingkat penguasaan keterampilan awak kapal. Kondisi ini menciptakan
kesenjangan kompetensi yang berpotensi memengaruhi keselamatan pelayaran dan efektivitas penerapan standar
operasional internasional.

Selain persoalan kualitas, akses terhadap pendidikan dan pelatihan maritim juga belum merata. Keterbatasan biaya,
fasilitas, dan informasi menyebabkan sebagian calon pelaut, khususnya dari wilayah terpencil, menghadapi
hambatan dalam memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan standar STCW. Ketimpangan akses ini berimplikasi
pada ketidakseimbangan pasokan tenaga kerja maritim yang kompeten dan berdaya saing global. Dalam jangka
panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan posisi Indonesia sebagai negara pemasok pelaut internasional dan
mengurangi kontribusi sektor pelayaran terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, dinamika industri pelayaran global menunjukkan bahwa kompetensi pelaut tidak lagi terbatas pada
aspek teknis konvensional. Digitalisasi pelayaran, penerapan sistem navigasi cerdas, serta penggunaan teknologi
otomasi menuntut kemampuan adaptif dan literasi digital yang lebih tinggi. Selain itu, agenda dekarbonisasi
pelayaran global menuntut pemahaman tentang pengelolaan energi ramah lingkungan, efisiensi bahan bakar, dan
pengoperasian teknologi rendah emisi. Tantangan ini menuntut pembaruan kurikulum dan metode pelatihan agar
selaras dengan perkembangan teknologi dan kebijakan lingkungan internasional.
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Dalam perspektif human capital theory, kualitas sumber daya manusia merupakan determinan utama Kinerja
organisasi dan sektor industri. Tanpa strategi pengembangan SDM yang komprehensif dan berkelanjutan,
penerapan regulasi berbasis IMO, termasuk STCW, berisiko menghasilkan kepatuhan yang bersifat administratif
semata. Kepatuhan semacam ini tidak cukup untuk menciptakan budaya keselamatan (safety culture) dan
kesadaran lingkungan yang kuat di kalangan pelaut dan operator kapal.

Oleh karena itu, penguatan implementasi STCW harus diarahkan pada peningkatan kualitas dan pemerataan
pendidikan maritim, pengembangan kompetensi adaptif, serta integrasi isu digitalisasi dan keberlanjutan dalam
sistem pelatihan. Pendekatan ini tidak hanya mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, tetapi
juga memperkuat daya saing sumber daya manusia maritim Indonesia dalam menghadapi transformasi industri
pelayaran global.

4.5 Dekarbonisasi Pelayaran dan Tantangan Transisi

Strategi dekarbonisasi yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) menempatkan penurunan
emisi gas rumah kaca sebagai agenda utama dalam tata kelola pelayaran global. Melalui IMO GHG Strategy,
negara-negara anggota didorong untuk menurunkan intensitas emisi karbon sektor pelayaran secara bertahap
melalui peningkatan efisiensi energi, penggunaan bahan bakar alternatif, dan adopsi teknologi ramah lingkungan.
Strategi ini tidak hanya merefleksikan komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga menandai
pergeseran paradigma industri pelayaran dari orientasi efisiensi ekonomi semata menuju keberlanjutan lingkungan
jangka panjang.

Indonesia telah merespons agenda dekarbonisasi tersebut dengan menyusun kebijakan nasional yang selaras
dengan arah kebijakan IMO. Komitmen ini tercermin dalam integrasi isu penurunan emisi pelayaran ke dalam
kebijakan transportasi laut dan pembangunan maritim nasional. Secara normatif, langkah ini menunjukkan
keselarasan antara kebijakan nasional dan tuntutan global, serta menegaskan peran Indonesia sebagai negara
maritim yang berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Namun demikian, penerjemahan
komitmen kebijakan ke dalam praktik operasional masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Salah satu tantangan utama terletak pada kesiapan pelaku industri, khususnya operator kapal skala kecil dan
menengah. Struktur industri pelayaran nasional yang didominasi oleh kapal-kapal berusia relatif tua dan
berteknologi konvensional menyulitkan proses transisi menuju teknologi rendah emisi. Biaya investasi untuk
modernisasi armada, penggunaan bahan bakar alternatif, atau pemasangan perangkat efisiensi energi relatif tinggi
dan berada di luar jangkauan sebagian besar operator kecil. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kapasitas dalam
merespons kebijakan dekarbonisasi antara operator besar dan kecil.

Selain biaya investasi yang tinggi, keterbatasan akses terhadap skema pembiayaan hijau juga menjadi hambatan
signifikan. Instrumen pembiayaan yang dirancang khusus untuk mendukung transisi energi di sektor pelayaran
masih terbatas, baik dari sisi ketersediaan maupun kemudahan akses. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai,
kebijakan dekarbonisasi berpotensi menjadi beban ekonomi bagi pelaku industri dan menurunkan daya saing
pelayaran nasional. Dalam konteks ini, kebijakan yang bersifat normatif tanpa dukungan insentif ekonomi berisiko
tidak efektif dalam mendorong perubahan perilaku industri.

Konsep just transition menjadi relevan dalam membahas tantangan dekarbonisasi pelayaran di Indonesia. Transisi
menuju sistem pelayaran rendah emisi harus dirancang secara adil dan inklusif agar tidak memperlebar
kesenjangan ekonomi antar pelaku industri. Peran negara menjadi sangat penting dalam menyediakan insentif
fiskal, skema pembiayaan hijau, serta dukungan teknis bagi operator kapal skala kecil dan menengah. Tanpa
intervensi negara yang memadai, kebijakan dekarbonisasi berpotensi menciptakan eksklusi ekonomi dan
melemahkan keberlanjutan sosial sektor pelayaran.

Lebih lanjut, dekarbonisasi pelayaran juga menuntut kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.
Pengoperasian teknologi rendah emisi memerlukan kompetensi baru di bidang manajemen energi dan teknologi
ramah lingkungan. Selain itu, ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas bahan bakar alternatif di
pelabuhan, menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan transisi. Oleh karena itu, kebijakan
dekarbonisasi perlu diintegrasikan dengan strategi pengembangan sumber daya manusia dan investasi infrastruktur
agar implementasinya berjalan secara holistik.
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Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa dekarbonisasi pelayaran bukan hanya persoalan teknis,
tetapi juga isu tata kelola dan keadilan transisi. Keberhasilan kebijakan dekarbonisasi di Indonesia sangat
bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola transisi secara inklusif, mengintegrasikan kebijakan
lingkungan dengan kebijakan ekonomi, serta memastikan bahwa seluruh pelaku industri memiliki kesempatan
yang adil untuk beradaptasi dengan tuntutan pelayaran berkelanjutan.

4.6 Digitalisasi Pelayaran dan Risiko Keamanan Siber

Transformasi digital di sektor pelayaran dan kepelabuhanan merupakan salah satu agenda strategis dalam upaya
meningkatkan efisiensi logistik nasional dan memperkuat daya saing sistem transportasi laut. Penerapan sistem
elektronik dan konsep smart port memungkinkan proses pelayanan kapal dan barang dilakukan secara lebih cepat,
transparan, dan terintegrasi. Implementasi sistem terpadu seperti INAPORTNET mencerminkan komitmen
pemerintah dalam memodernisasi tata kelola pelabuhan melalui digitalisasi layanan perizinan, penjadwalan kapal,
serta pertukaran data antar pemangku kepentingan. Secara konseptual, transformasi digital ini diharapkan mampu
menekan biaya logistik, mengurangi waktu tunggu kapal, dan meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan secara
keseluruhan.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi sistem digital di sektor pelayaran dan
kepelabuhanan belum sepenuhnya optimal. Perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur teknologi dan kapasitas
kelembagaan antar pelabuhan menyebabkan sistem elektronik berjalan secara parsial dan terfragmentasi.
Ketidaksinkronan antara sistem pusat dan sistem lokal, serta keterbatasan interoperabilitas antar platform digital,
menimbulkan risiko fragmentasi data dan duplikasi proses pelayanan. Kondisi ini berpotensi menciptakan
inefisiensi baru yang justru mengurangi manfaat transformasi digital yang diharapkan. Oleh karena itu, digitalisasi
tanpa integrasi tata kelola yang kuat berisiko tidak menghasilkan peningkatan kinerja logistik secara signifikan.

Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital membawa implikasi serius terhadap risiko
keamanan siber maritim. Sistem digital yang mengelola data operasional kapal, informasi logistik, dan layanan
kepelabuhanan menjadi sasaran potensial serangan siber yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan
stabilitas operasional pelabuhan. Gangguan terhadap sistem informasi pelabuhan tidak hanya berdampak pada
efisiensi layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan, kerugian ekonomi, serta gangguan
terhadap rantai pasok nasional. Dalam konteks pelayaran modern yang semakin terhubung, keamanan siber
menjadi bagian integral dari keselamatan dan keamanan maritim secara keseluruhan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi nasional belum secara spesifik dan komprehensif mengatur
keamanan siber di sektor maritim. Ketiadaan regulasi khusus keamanan siber maritim menciptakan celah dalam
pengelolaan risiko digital, terutama terkait standar keamanan sistem, perlindungan data, dan mekanisme respons
terhadap insiden siber. Akibatnya, pengelolaan keamanan siber cenderung bersifat sektoral dan bergantung pada
kebijakan internal masing-masing operator atau otoritas pelabuhan, sehingga menghasilkan tingkat kesiapan dan
ketahanan sistem yang tidak merata.

Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi digital maritim menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola
pelayaran dan kepelabuhanan nasional. Regulasi yang komprehensif diperlukan untuk menetapkan standar
minimum keamanan sistem digital, memperjelas mekanisme koordinasi antarinstansi, serta mengatur prosedur
pencegahan dan penanganan insiden siber. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang
teknologi informasi dan keamanan siber menjadi prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi
digital. Dengan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, transformasi digital di sektor pelayaran dan
kepelabuhanan tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik nasional, tetapi juga memperkuat keselamatan,
keamanan, dan keberlanjutan sistem maritim Indonesia dalam jangka panjang.

4.7 Implikasi Tata Kelola Maritim terhadap Daya Saing Nasional

Sinkronisasi regulasi maritim nasional dengan standar yang ditetapkan oleh International Maritime Organization
(IMO) memiliki implikasi strategis yang signifikan terhadap daya saing nasional Indonesia. Kepatuhan terhadap
standar internasional tidak hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban hukum global, tetapi juga berfungsi
sebagai sinyal kredibilitas dan keandalan sistem pelayaran nasional di mata komunitas internasional. Negara yang
mampu menerapkan standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan secara konsisten cenderung
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memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari mitra dagang, operator pelayaran internasional, serta
investor di sektor maritim dan logistik.

Dalam konteks perdagangan internasional, kepatuhan terhadap standar IMO berkontribusi langsung pada
kelancaran arus barang dan integrasi Indonesia dalam rantai pasok global. Pelabuhan dan armada yang memenubhi
standar internasional memiliki risiko penahanan kapal (detention) yang lebih rendah serta waktu tunggu yang lebih
singkat di pelabuhan asing. Kondisi ini meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya transaksi
perdagangan. Dengan demikian, sinkronisasi regulasi maritim berperan sebagai faktor pendukung daya saing
ekspor-impor nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim strategis di kawasan.

Selain aspek ekonomi, regulasi maritim yang efektif juga berkontribusi pada pengurangan risiko kecelakaan
pelayaran dan perlindungan lingkungan laut. Penerapan standar keselamatan dan pengendalian pencemaran yang
konsisten mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat kecelakaan kapal, kerusakan lingkungan, dan gangguan
terhadap aktivitas pelayaran. Dalam jangka panjang, lingkungan laut yang terjaga dan sistem keselamatan yang
andal menjadi aset penting bagi keberlanjutan sektor pariwisata bahari, perikanan, dan ekonomi pesisir, yang
merupakan bagian integral dari pembangunan maritim nasional.

Lebih lanjut, harmonisasi regulasi maritim perlu dipahami sebagai instrumen strategis pembangunan maritim
berkelanjutan, bukan sekadar kewajiban administratif dalam kerangka hubungan internasional. Regulasi yang
selaras dengan standar IMO dapat menjadi pendorong transformasi industri pelayaran menuju praktik yang lebih
efisien, aman, dan ramah lingkungan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila harmonisasi regulasi
diiringi dengan penguatan kapasitas institusional, investasi infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia
secara berkelanjutan.

Pendekatan kebijakan yang integratif dan adaptif menjadi kunci dalam memastikan bahwa sinkronisasi regulasi
menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Integrasi kebijakan maritim dengan
kebijakan logistik, energi, dan pembangunan wilayah pesisir diperlukan untuk menciptakan sinergi lintas sektor.
Selain itu, kemampuan regulasi untuk beradaptasi terhadap dinamika global, seperti perkembangan teknologi dan
tuntutan dekarbonisasi, menentukan relevansinya dalam jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, sinkronisasi
regulasi maritim tidak hanya memperkuat daya saing nasional, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan
pembangunan maritim yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1 Hasil Analisis Data

Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi internasional yang ditetapkan oleh International Maritime
Organization (IMO) terbukti memberikan dampak positif terhadap keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.
Data pada IMO Annual Report 2023 menunjukkan penurunan insiden kecelakaan kapal dan berkurangnya emisi
sulfur secara signifikan sejak penerapan MARPOL Annex VI. Hal ini menegaskan bahwa regulasi internasional
telah berfungsi efektif sebagai standar keselamatan dan lingkungan yang mengikat setiap negara anggota.

Namun, analisis juga menemukan adanya kesenjangan implementasi pada tingkat nasional, terutama di negara
berkembang seperti Indonesia. Hambatan teridentifikasi pada kapasitas teknis pelabuhan, keterbatasan teknologi
pengelolaan limbah kapal, serta rendahnya pemahaman awak kapal terhadap sistem keselamatan berbasis ISM
Code. Studi yang dilakukan pada beberapa pelabuhan nasional menunjukkan bahwa fasilitas pengolahan limbah
belum sesuai ketentuan MARPOL Annex 1V dan V, sehingga berpotensi menimbulkan risiko pencemaran laut.
Selain itu, inisiatif dekarbonisasi yang mendorong penggunaan bahan bakar rendah emisi masih terbatas pada
armada milik BUMN, sementara operator swasta belum siap secara finansial dan teknis untuk mengadopsinya.

Digitalisasi pelayaran juga menjadi fokus hasil analisis. Implementasi sistem seperti INAPORTNET dan smart
port monitoring telah mempercepat layanan logistik dan meningkatkan transparansi data. Namun, sebagian besar
pelabuhan masih menghadapi hambatan konektivitas, integrasi sistem antarlembaga, dan risiko serangan siber
yang belum diantisipasi dengan baik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa optimalisasi regulasi membutuhkan
dukungan teknologi dan kapasitas SDM yang memadai.
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4.2 Keterkaitan antara Hasil dan Konsep Dasar

Temuan-temuan penelitian selaras dengan teori regulatory governance yang menekankan bahwa efektivitas
regulasi bergantung pada harmonisasi antara standar global dan kapasitas nasional. Data menunjukkan bahwa
adopsi peraturan internasional saja tidak cukup—institusi domestik harus memiliki kemampuan untuk
menegakkan, mengawasi, dan memfasilitasi kepatuhan.

Hasil penelitian juga terkait dengan konsep green shipping, di mana penerapan peraturan lingkungan mendorong
inovasi teknologi untuk pengurangan emisi dan pengelolaan limbah kapal. Fakta di lapangan mengonfirmasi
bahwa perusahaan dan pelabuhan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan menunjukkan efisiensi yang lebih
tinggi, meskipun tantangan pendanaan tetap menjadi kendala utama.

Dalam aspek digitalisasi, temuan penelitian mendukung teori smart shipping, bahwa integrasi data dan otomasi
sistem merupakan kunci dalam meningkatkan efisiensi operasional. Namun, kesenjangan infrastruktur digital dan
kesiapan SDM menyebabkan implementasi belum merata. Oleh karena itu, desain regulasi ke depan harus
memasukkan unsur keamanan siber, interoperabilitas data, dan peningkatan kompetensi teknologi di sektor
pelayaran.

Secara keseluruhan, hasil analisis memperkuat posisi bahwa keberlanjutan pelayaran tidak hanya ditentukan oleh
norma internasional, tetapi juga oleh institusi, teknologi, dan kompetensi nasional yang mendukung
pelaksanaannya.

4.3 Implikasi Hasil Penelitian
Implikasi utama dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi regulasi internasional dan nasional
merupakan kunci bagi keberlanjutan industri pelayaran Indonesia. Harmonisasi yang efektif akan memperkuat
posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global, mengurangi risiko pencemaran laut, dan mendukung pencapaian
target Net Zero Emission 2060.

Penerapan regulasi lingkungan internasional menegaskan pentingnya investasi pada teknologi bersih seperti LNG,
baterai listrik, dan energy efficiency system. Meski memerlukan biaya awal besar, manfaat jangka panjang berupa
efisiensi energi dan pengurangan biaya operasional memberikan nilai ekonomi yang signifikan. Temuan ini juga
menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa insentif fiskal, pendanaan hijau, dan kebijakan transisi yang
inklusif bagi operator swasta.

Dalam ranah digitalisasi, implikasi penelitian menunjukkan bahwa transformasi sistem pelayaran dan pelabuhan
memerlukan penguatan keamanan siber dan integrasi data antarlembaga agar manfaat efisiensi dapat dirasakan
secara luas. Pengembangan SDM digital merupakan faktor strategis yang harus diperkuat melalui pelatihan dan
pendidikan maritim yang responsif terhadap perkembangan teknologi.

Akhirnya, penelitian ini memberi arah bahwa penguatan kolaborasi kelembagaan antara pemerintah, industri, dan
akademisi adalah syarat utama untuk mewujudkan regulasi yang adaptif, implementatif, dan berkelanjutan. Tanpa
sinergi tersebut, keberhasilan regulasi hanya akan bersifat normative belum memberikan dampak nyata terhadap
keselamatan dan keberlanjutan ekosistem maritim.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini regulasi maritim memiliki peran strategis dalam menjaga keselamatan, efisiensi
operasional, dan keberlanjutan lingkungan pada sektor pelayaran. Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui
adopsi berbagai regulasi internasional dan pengembangan strategi nasional dekarbonisasi, yang menjadi fondasi
penting dalam mewujudkan pelayaran yang lebih maju dan berdaya saing global. Namun, implementasi kebijakan
belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas teknis, kesiapan infrastruktur pelabuhan, serta koordinasi
kelembagaan yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Temuan tersebut menegaskan bahwa harmonisasi
kebijakan internasional dan nasional perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia
maritim, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta transformasi digital dalam sistem pelayaran dan
kepelabuhanan. Arah kebijakan ini tidak hanya mendukung pencapaian target keberlanjutan, tetapi juga
memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Ke depan, percepatan harmonisasi regulasi dengan
standar internasional, pengembangan pelabuhan hijau, dan pemberian insentif ekonomi bagi operator kapal rendah
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emisi menjadi langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan implementasi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku
industri, dan akademisi diperlukan untuk memperkuat penelitian terapan dan pendidikan maritim yang berorientasi
pada keberlanjutan. Dengan demikian, industri pelayaran Indonesia memiliki peluang yang kuat untuk
berkembang menuju sistem transportasi laut yang lebih hijau, aman, inovatif, dan berkelanjutan.
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